PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 818 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 13.856 M? (LEBIH KURANG TIGA BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA
PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor

1.

1867/-1.711 tanggal 17 Juni 2019, Barang Milik Daerah
berupa tanah seluas + 13.856 m? (lebih kurang tiga belas ribu
delapan ratus lima puluh enam meter persegi) di Jalan
Tambun Rengas dan Tambun Selatan, Kelurahan Cakung
Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur
yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang
izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah
diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Seluas + 13.856 m?2 (lebih kurang
tiga belas ribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi)
pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

W

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 13.856 M2 (LEBIH KURANG TIGA BELAS RIBU
DELAPAN RATUS LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa
tanah seluas + 13.856 m? (lebih kurang tiga belas ribu delapan
ratus lima puluh enam meter persegi) di Jalan Tambun Rengas
dan Tambun Selatan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan
Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Dinas Bina
Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa
tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat
perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh
terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada
dalam penguasaannya.



KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina
Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
TARIS DAERAH.

ULL H MATALI
Tembusan;

Gubernur DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Gk W

o



I'TVIVIN

“"HVYIVA S

b

)

VIAVIVI VL
SOSNHA HYAAVA AN

muny, eyreyel EDSIUIIPY Bi0y Sunseo

00°000 TIE 68SCE uejeureddy ‘Inwil Suned weyeInoy 8102 WNSVA SOSVA W 968°'el S0CT00 10080111010 000000000¥0S00 uerer yeuey| I
‘uejerog unqure], uep seduay unqure], uerer
weya[oIag ueyaosad NANNNOA 1338189y Suereg stuap .
ueduel1aay] (dy) e3rey Jeurely 1sexo / Jeja] ey e/ [Esy ON uenjeg sen owoy Buereg apoy] ) Ipoy / Suereq eurey oN
HVNVL

VIAVIVE VIONNGI SNSNHY HYIAVA ISNIAOJId VOAVIN VNI SYNIA vavd

VIIVIVE vLOXNd]l SNSNHA

HVIAVA ISNIAOCYd VOJIVIN ¥YNId SYNIAd vaAvd (DISIAJ
JHALIN WVYNH HO'INd VINIT SNLVA NVdvIad Ngid Sv1dg
VOIL ONVANM HIFAT A 9S8'€T * SYNTAS HYNVL vdNydg
HVJEVA AT ONVIVE NVVNNDONH] SNLVLS NVIYLIANE]

ONVINFIL

HVYNVL VdNAdg HYIIVA AITIN DNVAVE dv.L4va




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

